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KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

NOMOR 41lRPT$tAnt2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

MENIMBANG : a. bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai
penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan Kebijakan dan Standar Pelayanan serta menetapkan
Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi ling kungan ;

b. bahwa sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Besar
Wlayah Sungai Bengawan Solo, perlu mereviu kembali dan
rnengganti Kepulusan Kepala Balai Besar Wilayah $ungai Bengawan
Solo Nomor 40/KPTSlAnl2023 tentang Kebijakan dan Standar
Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan Balai Besar Wilayah
SungaiBengawan Solo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo tentang Kebijakan dan Standar
Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wlayah Sungai Bengawan
$olo.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air;

3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6l Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan lnformasi Publik;

6. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian lnformasi Publik;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan lnformasi Publik;

9. Peraturan,...
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9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
' 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis diKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014
tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
lnformasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN;

KEBIJAKAN DAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Kebijakan Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar \Mlayah Sungai Bengawan
Solo tercantum pada Lampiran ll Keputusan ini.
Daftar istilah dan/atau ketentuan umum tercantum pada Lampiran lll
Keputusan ini.

Keputusan inimulai berlaku sejak tanggal dltetapkan. Selanjutnya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana semestinya.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 40lKPTS/Anl2A23 tentang
Kebijakan dan Standar Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan Balai
Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

TEMBUSAN:
1. Para Kepala BidanglBagian

di Lingkungan BBWS Bengawan Solo;
2. Sekretaris Pelaksana PPID BBWS Bengawan Solo;
3. Petugas Pelayanan lnformasi Publik

Terpadu BBWS Bengawan Solo.
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SUKOHARJO
13 MARET 2024
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
WLAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Nomor : 41/KPTSlAnl2024
Tanggal : 13 Maret 2024

Kebijakan Pelayanan
di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan $olo

A. Viei dan Misi Pelayanan
Visi:
Mewujudkan Pelayanan UTAMA (Unggul, Transparan, Akuntabilitas, Mudah dan
Arnanah)

Misi:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pelayanan
2, Melakukan inovasi pelayanan yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi
3. Mernberikan pelayanan yang prima sesuaiStandar Operasional Prosedur (SOP)

B, Maklumat Pelayanan
"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar
Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji danlatau terjadi
penyimpangan, kamisiap menerima sanksisesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku"

C. Slogan dan Motto Pelayanan
Slogan:
Senyum, Salam, Sapa jadikan Pelayanan yang Utama

Motto:
UTAMA

lnggul
Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan yang memadai, terampil
dan berkompeten

Transparan
Menciptakan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan secara adil dan transparan
sesuai Peraturan Perundang-undangan

fkuntabilitas
Memberikan pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan

[udah
Memastikan pelayanan mudah dimengerti dan informatif

{manah
Siap menjaga keamanan, kerahasiaan pengguna layanan sesuai Peraturan Perundang-
undangan

D. Standar....



D. Standar Pelayanan llinimal
1, Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan Data dan lnformasi
b. Pelayanan Pengaduan dan Aspirasi
c. Pelayanan Klarifikasi reknis dan Rekomendasi reknis (Rekomtek)
d. Pelayanan lzin Magang dan Penelitian

2. Mutu Pelayanan Dasar
Pelayanan dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap, serta dapat
dipertanggungjawabkan sesuaidengan Norma, Stiandar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

3. Penerima Pelayanan Dasar
Warga Negara lndonesia, yang selanjulnya disebut Warga Negara adalah bangsa
lndonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan

E. Budaya Kerja
5 Budaya Kerja, meliputi:
1. lntegritas

Berpikiran positil aril bermartabat dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan
fungsi

2. Professionalitas
Bekeria secara disiplin, kompeten, tepat waktu dengan hasilterbaik sesuaitugas dan
keahlian

3. lnovasi
Menyempumakan yang sudah ada dan berkreasipada hal baru yang lebih baik.

4. Tanggung jawab

Bekerja secara tuntas dan konsekuen
5. Keteladanan

Dapat menjadicontoh yang baik bagiorang lain

F. Kode Etik Petugas Pelayanan
1. Norma Dasar Pribadi

a. Jujur
Dapat dipercaya dalam perkataan dan Tindakan

b. Terbuka
Transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergautan internalmaupun eksternal

c. Berani
Bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku dalam membuat
keputusan

d. Tangguh
Tegar dan kuat dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi
ddam bentuk apapun dan daripihak manapun

e. Berintegritas
Memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab

f. Profesional
Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian

g. Kompeten
Cakap, mampu, berpengretahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu
ienis bidang pekerjaan tertentu

h. Tangkas...



h. Tangkas
Melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat

i, Jeli
Melakukan pekerjaan dengan telitidan mampu memandang potensi permasalahan
kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai

j. lndependen
Tidak terpengaruh dan bersikap netraldalam melaksanakan tugas

k. Sederhana
Bersikap wajar dan/atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari

2. Standar Perilaku
a, Adildan tidak diskriminatif
b. Bersikap cermat, santun dan ramah
c. Tegas, handal, cepatdan tepat
d. Profesional
e" Tidak mempersulit; dan
f. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagaikritik, protes,

keluhan, serta keberatan daripenerima manfaat layanan

G. Prosedur Pelayanan Publik Terpadu
Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Terpadu di
Lingkungan Balai Besar Wlayah Sungai Bengawan Solo ditetapkan secara terpisah dari
Kepulusan ini

BALAI BESAR
NGAWAN SOLO
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
WLAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Nomor : 41/KPTStAnl2024
Tanggal : 13 Maret 2024

Standar Pelayanan
di Lingkungan Balai Beaar tililayah Sungai Bengawan $olo

{.. Jenis Pelayanan : Data dan lnformasi
Bagian/Bidang : Bagian UTU, Bidang KPISDA

NO KOMPONEN URAIAN
A Penyampaian Pelayanan (Seruice PoinS

1 Persyaratan 1. Pengguna Layanan (Perorangan, Kelompok Perorangan, dan Badan
Hukum) menyampaikan permohonan Data dan lnformasi secara
tertulis yang berisi:
a. ldentitas Pengguna Layanan, kontak yang dapat dihubungi, dan

alamat email;
b. lnformasi yang diminta jelas;

c. Mencantumkan maksud dan tujuan pennohonan Data dan
lnformasi;dan

d. Melampirkan fotokopiKTP/SIM atau identitas lain yang sah
ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
Jl. Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2. Menyampaikan permohonan Data dan lnformasi secara online
melalui:

a. LISDA (Layanan lnformasidan Data Sumber Daya Air)
http s : llb bw sb e ng aw an solo. i d/l i sil

b. E-PPID
htt p s ://sah a bat. p u, g o. i&e pp i d/

c. Mobile PPID
hftp s://pl ay. goog le.com/slorelap ps/detail s? id=com. app. co nvp u I A

d. Email
inform asi. bbwsbs@pu. go. id

3. Hadir langsung menemui Petugas Pelayanan di Ruang Pelayanan
Terpadu, Kantor Balai Besar Wlayah Sungai Bengawan Solo (sesuai

alamat diatas), dan mengisi Formulir Permohonan lnformasi Publik,
serta menunjukkan identitas yang sah dan mengisibuku tamu

4. Pengguna Layanan harus rnemenuhi persyaratan dengan wajib
menyertakan identitas pemohon yang sah, dengan ketentuan:
a. Perorangan

Menyertakan fotokopi KTP/SIM danlatau dentitas lain yang sah,
yang dapat membuktikan pemohon adalah Warga Negara
lndonesia (YVNI)

b. Badan Hukum
Menyertakan fotokopi lembar pertama dan lembar terakhiar
Anggaran DasarlAnggaran Rumah Tangga yang telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM



NO KOMPONEN URAIAN
c. Kelompok Orang

Menyertakan Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa
5. Pengguna Layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan

mencantumkan sumber darimana memperoleh data dan informasi
tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

2 Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

1. Melalui permohonan tertulis dengan surat dan/atau pengisian formulir
dalam website atau kanal permohonan data dan informasi yang
digunakan

Pengguna Layanan
menyamparkan permohonan

infornasi s€ca? tanulis,
on!ine
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Keterangan:
a. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan Data dan

lnformasi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo, baik secara tertulis atau online;

b. Kelengkapan dokumen/berkas permohonan dianalis/verifikasi oleh
Petugas Layanan Data dan lnformasi;

c. Petugas Layanan Data dan lnformasimenyampaikan:
1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak

dikecualikan (DlP), maka Pengguna Layanan akan menerima
surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang

disampaikan sebelumnya secara tertulis/online maupun
langsung

2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan
(DlK), maka Pengguna Layanan akan menerima sural
penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
tertulis/online maupun langsung
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NO KOMPONEN URAIAN
2. Datang langsung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan

Solo
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Keterangan:
a. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Balai Besar Wilayah

Sungai Bengawan Solo dengan membawa kelengkapan persyaratan
dan menginformasikan permohonan data dan informasi kepada
Petugas Layanan Data dan lnformasidi Ruang Pelayanan Terpadu;

b. Pengguna Layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil
disposisi dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
selaku Pelaksana PPID dan/atau Kepala Bagian Umum dan Tata
Usaha selaku Sekretaris Pelaksana PPID kepada anggota
Pelaksana PPID/bidanglunit yang akan memberikan pelayanan;

c. Pengguna Layanan menerima konfirmasi pemberian layanan data
dan informasi yang diteruskan oleh Petugas Layanan Data dan
lnformasi dari anggota Pelaksana PPID/bidang/unit;

d. Apabila permohonan diterima, Pengguna Layanan akan diarahkan
oleh Petugas Layanan Data dan lnformasi untuk menunggu di Ruang
Pelayanan Terpadu, dan apabila diperlukan konsultasi Pengguna
Layanan dapat ditemukan ditemukan dengan petugas/pegawai yang
ditunjuk yang memberikan layanan data dan informasi;

e. Peng,guna Layanan menerima data dan informasi dari Petugas
Layanan Data dan lnformasi.

(

3 Jangka Waktu
Pelayanan

1. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan
maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima
dan bisa ditambahkan 7 (tujuh) hari kerja bila diperlukan
(perpanjangan waktu disertai alasan); atau

2. Jika Fengguna Layanan datang langsung, maka akan menerima
data dan informasi maksimal 1 (satu) jam dan/atau pemberitahuan
lebih lanjut sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis), softcopy dokumen dikirim melalui web
server/email, sedangkan untuk penggandaan atau perekaman dokumen

/ Pangguna Layenai
i mln.rha k@imati )

@notakd



NO KOTSPONEN URAIAN

yang bersifat laporan penelitian, pemohon melakukan fotokopi sendiri
untuk perekaman data dan informasinya

5 Produk Pelayanan Surat jawaban danlatau pemberian data dan informasi yang diminta.

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
Jl. Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

a. LARAS (Layanan Pengaduan dan Aspirasi)
h ttp s llb bw sben g aw a n salo. idlp e ng ad u a n/

b. SP4N.LAPOR!
h ttp s : //www. I apor. g o. i d/

c. LaporGub!
https ://l aporgub.j ate ng prav. go. id/

d. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)
http s. //u I as. su r a kafi a. g o. id I

e. Email
pe ng ad u a n _b bw sb s@p u. g o. id

f. Kotak Pengaduan

B Pengrelolaan Pelayana n {Manufacturt ngl

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan lnformasi Publik;

5. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan lnformasi Publik;

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola lnformasi
dan Dokurnentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

7. Keputusan PPID Utama Nomor 02/KPTS/PP|D|2021 tentang
Pemuthakiran Daflar lnformasi yang Dikecualikan di Kementerian
Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021;

8. Kepuhsan PPID Utama Nornor 01/KPTS/PPID/2023 tentang
Pemuthakiran Dafrar lnformasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2023.

2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

'1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
2. Meja dan kursi;
3. Komputer;
4. Printer/fotokopi/scanner;
5. Jaringan internet;
6. BukuTamu; dan
7. KotakPengaduan



NO KOMPONEN URAIAN

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawaiyang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan

dalam ruang lingkup Kenuenterian PUPR dan/atau sektor bidang

lainnya;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan dan
program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR;

3. Pegawaiyang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;
4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang

memerlukan;dan
5. Pegawai yang mampu rnengoperasikan komputer.

4 Pengawasan
lnternal

1.

2.

3.

4.

Supervisi atasan langsung
Dilakukan sistern pengendalian intemal pemerintah
Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan
Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi

5 Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai Petugas Layanan Data dan lnformasi
dan 5 (lima) orang pegawai penanggung jawab penyedia data dan
informasi

6 Jaminan
Pelayanan

1. Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepal, dan lengkap serta
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan klasifikasi pelayanan
informasi publik dan SOP (daftar informasi yang wajib
disediakan/diumurnkan, serta dikecualikan)

2. Data dan informasiyang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
d ipertan g gu n gjawa bkan

7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

ldentitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaannya

I Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kineda pelaksana dilakukan secara rutin dan

evaluasiminimal 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun
2. Pelaksanaan survei kepuasan rnasyarakat untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja pelayanan

NIP 1
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2. Jenis Pelayanan ' :

Bagian/Bidang ;

Pengaduan dan Aspirasi
Bagian UTU, Bidang KPISDA, Bidang O & P, Bidang PJSA, Bklang
PJPA

1

NO KOMPONEN URAIAN

A Penyampaian Pelayanan (Service Pointl

Persyaratan 1. Pengguna Layanan menyarnpaikan pengaduan dan aspirasi secaral

tertulis dengan memuat 
I

a. ldentitas Pengguna Layanan, kontak yang dapat dihubungi, danl

alamat email; dan 
I

b. Pengaduan dan aspirasiyang yang dimohonkan jelas dan OapatJ

dipertanggungjawabkan 
]

ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar Wlayah Sungai Bengawan Solo,
Jl. Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2. Menyampaikan Pengaduan dan Aspirasisecara online melalui:

a. LARAS (Layanan Pengaduan dan Aspirasi)
hftp s : //b bw sbe ng aw a n salo. idlpe ng ad u anl

b. SP4NLAPOR!
hftps://www. t apor.ga. id/

c. LaporGub!
http s: //l a po rg u b. j aten g prov. g a. id/

d. U[-AS (Unit Layanan Aduan Surakarta)
http s ://ul as. su rakafta. ga. id/

e. Email
peng adu an_bbw sbs@pu. go. id

3. Hadir langsung menemui Petugas Pelayanan di Ruang Pelayanan

Terpadu, Kantor Balai Besar \Mlayah Sungai Bengawan Solo (sesuai

alamat diatas), dan rnengisi Formulir Pengaduan dan Aspirasi, serta
menunjukkan identitas yang sah dan mengisi buku tamu. Pengguna

Layanan juga bisa menyampaikan melalui Kotak Pengaduan
4. Pengguna Layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan

mencantumkan sumber darimana memperoleh data dan informasi

tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

2 Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

1. Melalui permohonan tertulis dengan surat dan/atau pengisian formulir
dalam uvebsife atau kanal pengaduan dan aspirasiyang digunakan
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Pengguna Layanan
menyampail(an pengaduanl

aspirasi secara tcrtuliYofi line

Analisa dan lelaah
pengaduan,'aspirasi

Keterangan
a. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Pengaduan dan Aspirasil

ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawanl

Solo, baik secara tertulis atau online; 
]b, Kelengkapan dokumenlberkas permohonan verifikasi oleh Petugas

Layanan Pengaduan dan Aspirasi;
c. Petugas Layanan Pengaduan dan Aspirasi menyampaikan kepada

pegawai atau pengampu layanan pengaduan dan aspirasi pada unit

kerja terkait untuk dilakukan analisa dan telaah pengaduan/aspirasi;

d. Pegawai atau pengampu layanan pengaduan dan aspirasi
memberikan tanggapan resmi pengaduan/aspirasi melalui Petugas
Layanan Pengaduan dan Aspirasi untuk disampaikan kepada
Pengguna Layanan

2. Datang langsung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan
Solo

Pangguna Layanan

kelcngkapan pcBya6lan
pengaduan/aspirasi

I Pcngguna Layanan mcngisr
I tfl ds fomulir
I Pcnoaduan/aspirasi

dafbr

A.nalsa/telaah
pengaduan/aspirasi

( )

It
Kalengkapan dok!meri

berkas pengadriani aspirasi

/ Tanggapen resmi \
\ penondu.n/aspkasi 

/
-.\=--_- _--/

I

I
analbis

t

-L
1/ Tanggrpan esni \l pengaduan/aspirasr j
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Keterangan:
a. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Balai Besar Wilayah

Sungai Bengawan Solo dengan membawa kelengkapan persyaratan
dan rnenginformasikan pengaduan dan aspirasi kepada Petugas
Layanan Pengaduan dan Asprasi di Ruang Pelayanan Terpadu;

b. Pengguna Layanan mengisi daftar tamu dan mengisi Formulir
Pengaduan dan Aspirasi;

c. Petugas Layanan Pengaduan dan Aspirasi menyampaikan kepada
pegawaiatau pengampu layanan pengaduan dan aspirasi pada unit
kerja terkait untuk dilakukan analisa dan telaah pengaduan/aspirasi;

d. Pegawai atau pengampu layanan pengaduan dan aspirasi
memberikan tanggapan resmi pengaduan/aspirasi melalui Petugas
Layanan Pengaduan dan Aspirasi untuk disampaikan kepada
Pengguna Layanan.

J Jangka Waktu
Pelayanan

1. Surat jawaban/tanggapan pengaduan dan aspirasiakan disampaikan
mengacu pada SOP masing-masing kanal atau media yang
digunakan oleh Pengguna Layanan, yaitu:

a. LARAS/suraUdatanglangsung
1) apabila pengaduan dapat ditindaklanjuti langsung maka

aduanlaspirasi akan diselesaikan maksimal 4 (empat) hari
kerja sejak aduan diterima

?' apabila pengaduan bersifat teknis dan perlu koordinasi
dengan unit kerja maka aduan akan diselesaikan maksimal
14 (empat belas) hari kerja sejak aduan/aspirasiditerima

b. SP4N LAPOR!
1) kategori pengaduan tidak berkadar pengawasan maksimal

14 (empat belas) hari kerja
2l kategori pengaduan berkadar pengawasan maksirnal 60

(enampuluh) hari kerja;
c. LaporGub!

maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengaduan/aspirasi
diterima.

d. ULAS
1) kategori sangat responsif, jika aduan/aspirasi ditanggapi

dalam 1 (satu) harikerja
2) kategori tepat waktu, bila jika aduanlaspirasi ditanggapi

dalam 2 (dua) harikerja
3) kategori terlambat, jika aduan/aspirasi ditanggapi dalam 3

(tiga) harikerja
4l kategori sangat terlambat, jika aduan/aspirasi ditanggapi

melebihiwaktu kategori yang lain

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

5 Produk Pelayanan Tindaklanjut tanggapan dan penyelesaian pengaduan dan aspirasi
terkait bidang sumber daya air

6 Penangnnan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
Jl. Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162
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2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

a. Website Layanan Pengaduan BBWS Bengawan Solo
hftp s : /tb bw sbe n g aw a n sol o. id/pe ng ad u a n/

b. SP4N-LAPOR!
http s :/lvvww. I apor. g o. iil

c. LaporGub!
h ttp s t/l a po rg u b. j at e n g p rov, ga. i d/

d. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)
h ttp s : //u I a s. su ra ka ft a. go. id/

e. Email
pe ng a d u a n_bbwsbs@pu. go. rd

f. Kotak Pengaduan

B Pengelolaan Pelayana n lM an ufaaurl ngl

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnforrnasi Publik;

2. Undang Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menpan RB Rl No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan lnformasi Publik.

2 Sarana dan
Prasarana
danlatau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
2. Meja dan kursi;
3. Komputer;
4. Printerlfotokopi/scanner;
5. Jaringan intemet;
6. Buku Tamu; dan
7. KotakPengaduan

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan
dalam ruang lingkup Kementerian PUPR dan/atau sektor bidang
lainnya;

2. Pegawaiyang memiliki pengetahuan dibidang kebijakan pelayanan
publik dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh
Kementerian PUPR;

3. Pegawaiyang memilikikemampuan dan keterarnpilan khusus dalam
hal penanganan pengaduan;

4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
terbuka, bertanggung iawab, serta santun kepada pihak yang
memedukan; dan

5. Pegawai yang mampu rnengoperasikan komputer.

4 Pengawasan
lnternal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
3. Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan
4. Konsistensidalam memberikan teguran dan sanksi

5 Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegaurai Petugas Layanan Pengaduan dan
Aspirasi dan 5 (lima) orang pegawai penanggung jawab pengampu
pengaduan dan aspirasi
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6 Jaminan

Pelayanan
Tindaklanjut tenggapan dan penyelesaian pengaduan dan aspirasi dapat
dipertanggungjqryqbkan sesuai dengan SOP

7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

ldentitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaannya, jika Pengguna
Layanan tidak ingin identitasnya diketahui (disesuaikan dengan
permasalahan dan kepentingannya untuk penyelesaian masalah).

I EvaluasiKinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan
evaluasiminimal 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan
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3. Jenis Pelayanan
Bagian/Bidang

Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
Bidang O & P

NO KOMPONEN URAIAN

A Penyampaian Pelayanan (Seruice Poi ntl

1 Persyaratan 1. Pengguna Layanan menyampaikan Permohonan lzin Pengusahaan
Sumber Daya Air (SDA)/Persetujuan Penggunaan SDA secara
tertulis ditujukan kepada:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA),

Jl. Pattimura No, 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Dokumen tersebut disampaikan melalui Loket Pelayanan Publik
Terpadu di Lobby Gedung [.!tama Kementerian PUPR

2. Permohonan lzin Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA)/Persetujuan
Penggunaan SDA secara online melalui:
a. SI$FOPSDA dan/atau email

https: //periz inan sda. pu. go. id/, perizi na n sda@p u. go. id
keterangan: jika belum terintegrasi ke OSS menggunakan
S/SFOPSDA

b. Online Slng/e Submissron (OSS)
https://oss.go.id/

3. Dalam hal verifikasi teknis oleh Tim Perizinan Pengusahaan dan
Penggunaaan SDA, Direktorat Jenderal SDA tidak membutuhkan
tambahan data, maka Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal SDA
dapat langsung memberikan penetapanlpenolakan lzin Pengusahaan
SDA dan/atau Persetujuan Penggunaan SDA

4. Dalam hal verifikasi teknis oleh Tim Perizinan Pengusahaan dan
Penggunaaan SDA, Direktorat Jenderal SDA, masih membutuhkan
lambahan data, maka diperlukan Klarifikasi Teknis danlatau
Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo yang digunakan sebagaitambahan data teknis dalam
memberikan penetapan/penolakan lzin Pengusahaan SDA dan/atau
Persetujuan Penggunaan SDA oleh Menteri PUPR cq. Direktur
JenderalSDA

2 Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

Melalui permohonan tertulis dengan surat dan/atau websrte kanal
permohonan izin yang digunakan

Psgcrbali.n
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Keterangan:
a. Pengguna Layanan menyampaikan Permohonan lzin Pengusahaan

Sumber Daya Air (SDA)/Persetujuan Penggunaan SDA yang

ditujukan kepada Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal SDA secara
tertulis danlatau online;

b. Pengecekan kelengkapan syarat administrasi dan teknis oleh Tim
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaaan SDA;

c. Jika lengkap dan tidak membutuhkan tambahan data, maka Menteri
PUPR melalui Direktur Jenderal SDA dapat langsung memberikan
penetapan/penolakan lzin Pengusahaan SDA danlatau Persetujuan
Penggunaan SDA

d. Jika masih membutuhkan tambahan data, maka diperlukan
Klarifikasi Teknis dan/atau Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari

Balai Besar \Mlayah Sungai Bengawan Solo yang nantinya
digunakan sebagai tambahan data teknis dalam memberikan
penetapan/penolakan lzin Pengusahaan SDA daniatau Persetujuan
Penggunaan SDA oleh Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal SDA

3 Jangka Waktu
Pelayanan

1. Klarifikasi Teknis disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal
SDA maksimal2 (dua) hari kerja

2. Rekomendasi Teknis disampaikan kepada Menteri cq. Direklur
Jenderal SDA maksimal 7 (tujuh) hari kerja

4 Biay#Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

5 Produk Pelayanan Surat dan dokumen Klarifikasi Teknis dadatau Rekomendasi Teknis

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
Jl. Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

a. LARAS (Layanan Pengaduan dan Aspirasi)
htt p s : llb bw sbe n g aw a n sol o. id/pe ng ad u a n/

b. SP4N-LAPOR!
h tt p s : /lwvrw. I ap o r. go. id/

c. LaporGub!
https : //l aporg u b.j ateng p rov. ga. id/

d. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)
h tt ps : //u I a s. su ra ka rt a. ga. idl

e. Email
pe ng ad u a n _b bw sbs@pu. g o. id

f. Kotak Pengaduan

B Pengelolaan Pelayana n (Man uf actu rt ngl

1 Dasar Hukum 1. Peraluran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan lnformasi Publik

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03 Tahun 2023 tentang Penetapan Perizinan dan Persetujuan Bidang
Sumber Daya Air

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02 Tahun 2024 tentang Tata Gara Perizinan Berusaha Penggunaan
Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;

2. Meja dan kursi;

3. Komputer;
4. Printer/fotokopi/scanner;
5. Jaringan internet;
6. Buku Tamu; dan
7. Kotak Pengaduan

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan
dalam ruang lingkup Kementerian PUPR dan/atau sektor bidang
lainnya;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan dan
program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR;

3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang

memerlukan;dan
4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.

4 Pengawasan
lnternal

1. Supervisi atasan langsung

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah

3. Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan
4. Konsistensidalam memberikan teguran dan sanksi

5 Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai Petugas Layanan KlarifikasiTeknis dan
Rekomendasi Teknis dan 4 (empat) orang pegawai penanggung jawab
dalam penyusunan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis

b Jaminan
Pelayanan

Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis yang diberikan dapal
dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai dengan SOP dan
peraturan perundangan yang berlaku

7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

ldentitas pemohon dan dokumen rekomtek beserta isidan lampirannya
dijamin kerahasiaannya

I EvaluasiKinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan
evaluasiminimal 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan

i68#itrhqaLAr BESAR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

NIP 1 121 002



4. Jenis Pelayanan
Bagian/Bidang

lzin Magang dan Penelitian
Bagian UTU

NO KOMPONEN URAIAN

A Penyampaian Pelayanan (Seruice Pointl

1 Persyaratan 1. Pengguna Layanan (mahasiswalpelaja/siswar) menyampaikan
permohonan lzin Magang dan/atau Penelitian secara tertulis yang

berisi:
a. Surat pengantar ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Dekan

dimana yang bersangkutan (Pengguna Layanan) menempuh
studi, dan/atau Kepala $ekolah bagi pelajar/siswa

b. ldentitas Pengguna Layanan, kontak yang dapat dihubungi, dan
alamat email;

c. Waktu yang diminta jelas;

d. Mencantumkan maksud dan tujuan magang dan/atau penelitian;
e. Melampirkan fotokopi Kartu Mahasiswa atau identitas lain yang

sah; dan

f, Bagi permohonan penelitian wajib melampirkan proposal kegiatan
penelitian

ditujukan kepada:

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo,
Jl, Solo - Kartasura, KM.7, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2. Menyampaikan permohonan lzin Magang dan/atau Penelitian secara
online melalui:

a. LISDA (Layanan lnformasidan Data Sumber Daya Air)
http s : //b bw sbe ng aw a n sol o. i d/l i sa/

b. Email
i nform asi. bbw sb s@pu. go. id

3. Hadir langsung menemui Petugas Pelayanan di Ruang Pelayanan
Terpadu, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (sesuai
alamat diatas), dan mengisi Formulir Permohonan lzin Magang dan
Penelitian, serta menunjukkan identitas yang sah dan mengisi buku
tamu

2 Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

Melalui permohonan tertulis dengan surat dan/atau pengisian formulir
dalam website atau kanalpermohonal yang digunakan

. Pergguna Leyanan
manyamFfian Fhohonan

. izin 6agafg/panchlan

*I
Kalangkapan dol!M/

bark6 prmohonan
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Keterangan:
a. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan lzin Magang

dan/atau Penelitian yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai Bengawan Solo, baik secara tertulis atau online;

b. Kelengkapan dokumen/berkas permohonan dianalislverifikasi oleh
Petugas Layanan;

c. Petugas Layanan rnenyampaikan:
1) jika permohonan disetujui, maka Pengguna Layanan akan

menerima surat izin magang dan/atau penelitian

2) jika permohonan ditolak, maka Pengguna Layanan akan
menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan
penolakan

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Surat izin magang dan/atau penelitian akan disampaikan maksimalS (lim)

hari kerja sejak sural permohonan diterima

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

5 Produk Pelayanan Surat izin magang dan/atau penelitian

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

1, Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui $urat yang ditujukan kepada:
Kepala Balai Besar \Mlayah Sungai Bengawan Solo,
Jt. Solo - Kartasura, KM.7, Pabehn, Kartasura, Sukoharjo, Jawa
Tengah 57162

2" Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:
a. LARAS (Layanan Pengaduan dan Aspirasi)

hft p s th bw sben g aw a n solo. id/pen g a d u a n/
b. SP4N.LAPOR!

h ttps : //www. I a p o r. g o. i d/
c. LaporGub!

htt p s : //l a p o rg u b. j ate n g p rov. g o. id/
d. ULAS (Unit Layanan A&ran Surakarta)

hft p s t/u I a s. s u raka rt a. g o. id/
e. Email

pe ngadu a n-bbw sb s@pu. go. id
f. Kotak Pengaduan

B Pengelcilaan Pelayana n lffian ufacturingl

1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnforrnasi Publik;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Sarana dan
Prasarana
danlatau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
2. Meja dan kursi;
3. Komputer;
4. Printer/fotokopiiscanner;
5. Jaringan internet;
6. BukuTamu; dan
7. Kotak Pengaduan

3 Kompetensi
Pelaksana

1 . Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan
dalam ruang lingkup Kernenterian PUPR dan/atau sektor bidang
lainnya;

2. Pegawai yang rnemiliki pengetahuan di bidang kebijakan dan
prograrn-program kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR;
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3. Pegawaiyang memiliki pengetahuan analis kepegawaian;
4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang
memerlukan;dan

5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.

4 Pengawasan
lnternal

1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
3. Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan
4. Konsislensidalam memberikan teguran dan sanksi

5 Jumlah Pelaksana Minimal 1 (satu) orang pegawai Petugas Layanan dan 1 (orang) orang
pegawai penanggung jawab analis kepegawaian

6 Jaminan
Pelayanan

Waktu dan tempat pelaksanaan mengacu pada surat izin magang
dan/atau penelitian

7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

ldentitas Pengguna Layanan dijamin kerahasiaannya

8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan
evaluasiminimal 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
WLAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Nomor : 41IKPTSlAnl2024
Tanggal : 13 Maret 2024

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan:

'1. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan,
. pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat

diolah serta dianalisis untuk rnendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut.
2. lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung

nilai, makna, dan peean, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar,
dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembarqan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

3. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 'i4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik serta informasilain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Badan Publik adalah lembaga eksekulif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan rnasyarakat, dan/atau luar negeri.

5. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumenlasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

6. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan
danlatau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

7. Pelaksana Peiabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
Pelaksana PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan
bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

8. $ekretariat Pelaksana PPID adalah unit yang bertugas membantu Pelaksana PPID dalam
hal penatausahaan, fasilitasi, administrasi, dan operasional Pelayanan lnformasi Publik,
serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan lnformasi Publik
kepada Atasan PPID dan PPID Utama secara berkala dalam triwulan dan tahunan

9. Daftar lnformasi Publik yang selanjutnya disebut DIP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh lnfonnasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

10. Daftar lnformasiyang Dikecualikan yang selanjutnya disebut DIK adalah daftar informasi
yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia
sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

11. Pengguna Layanan adalah pemohon informasi publik yang berstatus warga negara
dan/atau badan hukum lndonesia yang mengajukan permohonan lnformasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik.

12. Klarifikaei Teknis adalah saran dan data teknis yang diberikan oleh pengelola Sumber Daya
Air.



13. Rekomendasi Teknis adalah saran serta batasan-batasan yang diberikan oleh pengelola
Sumber Daya Airyang secara langsung berhubungan dengan rencana penggunaan Sumber
Daya Air.

14. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan
pelayanan publik.

15' Aspirasi adalah penyampaian saran maupun masukan terkait pelayanan publik yang dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan badan publik danlatau kinerja dari suatu
badan publik.

16. Magang adalah program praktik kerja yang menerapkan ilmu pengetahuan dari perguruan' tinggi ke dalam dunia kerja.
17. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematisdan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji
suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-psinsip umum.
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"Dengan ini kami menvatakan sanggup menyelenggarakan petayanan sesuai

Standar Pelayanan Vang telah ditetapkan dan apabita tidak menepati ianii

dan/atau teriadi penyimpangan, kami siap menerima sanksi sesuai

peraturan perundanfundangan Vang berlaku"

13 Maret 2024
Besar

5olo,

HiltNfifit,il
l[t6lftf;$r

tltE

i0

Maryadi 5.T., M.si.
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